REG.

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 6/HK.03.1/1609/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

b. bahwa  dalam rangka mendukung program
pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
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Mengingat

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang
Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4347);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6712);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1813) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
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Memperhatikan:

10.

11.

12,

1.

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun tentang Tata
Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236).

Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum
Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober
2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor
26/PK.01/1609/2021 tentang Pembentukan Tim
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN.
Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
sebagaimana  dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Pengarah:

1) Memberikan pembinaan dan arahan kepada
anggota tim satuan tugas pengendalian gratifikasi,

2) Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan,
strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Komering Ulu selatan; dan

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
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b. Penaggung Jawab:

Memberikan Pembinaan, arahan, dan mengawasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

c. Koordinator:

Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi
Anggota Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi.

d. Anggota:

1) Menerima laporan adanya  gratifikasi dan
melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas
laporan gratifikasi;

2) Meminta keterangan kepada pelapor berkaitan
dengan laporan gratifikasi;

3) Memberikan rekomendasi dan menetapkan status
gratifikasi terkait kedinasan;

4) Menyusun rekapitulasi laporan penanganan
gratifikasi;

5) Menindaklanjuti rekomendasi Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan
pemanfaatan gratifikasi;

6) Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan
pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi;

7) Memberikan informasi dan data terkait penanganan
sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan
penentu kebijakan,;

8) Memberikan informasi dan data terkait penanganan
serta pengembangan sistem pengendalian gratifikasi
sebagai bahan pertimbangan (management tools)
bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan

strategi pengendalian;
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9) Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan
gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10) Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi
dan titik rawan gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan.

KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 02 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SELATAN,
dto.
ADE PUTERA MARTHABAYA
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 6/HK.03.1/1609/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN DALAM TIM
(1) ) (3) “)
1. | Ade Putera Marthabaya, S.H. | Ketua KPU Pengarah
2. | Firdiansyah, S.Kom., M.Kom. | Anggota KPU Pengarah
3. | Nopiyansah, S.H.I. Anggota KPU Pengarah
4. | Yogie Permana Anggota KPU Pengarah
5. | Zarnubi,S.Kom. Anggota KPU Pengarah
6. | M. Yudhie Kresna, S.Sos. Sekretaris Penanggung
Jawab
7. | Fadillah Mershad, S.H. Sub Koordinator Koordinator
Subbagian Hukum
dan Sumber Daya
Manusia
8. | Mahbubah, S.P. Sub Koordinator Anggota
Subbagian Program,
Data, dan Informasi
9. | Sutiman, S.E. Sub Koordinator Anggota
Subbagian Teknis
Penyelenggara
Pemilihan Umum,
Partisipasi, dan
Hubungan
Masyarakat
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10. | Nesi Yovitasari, S.E Plt. Sub Koordinator | Anggota
Subbagian
Keuangan, Umum,
dan Logistik

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 02 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.
ADE PUTERA MARTHABAYA
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
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